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NSPIRASI BISNIS

Bisnis Indonesia seminggu sekali menyajikan
sepak terjang para pelaku bisnis, kegagalan

dan kisah sukses mereka.

Koran ini menampilkan sejumlah tokoh bis-
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nis yang memberikan

sumbangan sekaligus
mewarnai perkem-
bangan bisnis dan
ekonomi di
Indonesia.
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NAVIGASI

Tembus rekor: Cadangan devisa China men-
catat rekor baru dan kredit perbankan melam-
paui target tahunan pemerintah. (Hal. 3)

SMS raih kredit: PT Sinar Mitra Sepadan Fi-
nance (SMS Finance) meraih kredit dari BNI dan
Bank Mutiara senilai Rp900 miliar. (Hal. 5)

Biayai calon TKI: Pengerah tenaga kerja
mendesak perbankan membantu pembiayaan
penempatan pekerja di luar negeri. (Hal. 6)

TAJUK

residen Yudhoyo-

no mengungkap-
kan adanya 10 masa-
lah penghambat eko-
nomi nasional. Presi-
den jangan cuma me-
lontarkan angka dan
jurus, namun benar-
benar membenahi
substansi persoalan
yang dihadapi bangsa
ini. (Hal. 11)

Siapkan pabrik
baru: Petrogres
siap membangun
pabrik baru, Petro
2, dengan inves-
tasi USS600 juta.
(Hal. 8)

Pasar motor:
Realisasi penjualan
sepeda motor sepa-
njang 2010 menem-
bus 7,39 juta unit,
naik 26% diban-
dingkan dengan

tahun sebelumnya.

(Hal. 9)

Asuransi Kebakaran * Kendaraan Bermotor *
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Kecelakaan Diri =
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Bonding * dan produk Asuransi Umum Lainnya
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www.sinarmas.co.id sinarmas

asuransi

Koreksi harga SUN: Harga SUN kemarin
kembali terkoreksi sejalan dengan membubung-
nya ekspektasi inflasi. (Hal. f1)

Harga saham Garuda: Kementerian BUMN
berharap harga saham IPO Garuda terbentuk di
kisaran Rp1.000 per saham. (Hal. f2)

Pasar software: Nilai pasar peranti lunak dan
jasa pemasangan di Indonesia pada tahun ini di-
perkirakan mencapai Rp8,6 triliun. (Hal. i3)

Klasifikasi bandara: INACA akan mengklasi-
fikasikan bandara berdasarkan tingkat pelayan-
an ke penumpang pesawat. (Hal. i4)

Tersandung fiskal: Importasi kapal niaga
yang sempat agresif dalam 5 tahun terakhir ba-
kal tergangqu kebijakan fiskal. (Hal. i5)

Terhambat lahan: Pengusaha kelapa sawit
pesimistis target produksi sawit 24,5 juta ton

tidak tercapai. (Hal. i6)

Penerapan ERP: Pemberlakuan jalan berba-
yar di DKI Jakarta pada tahun ini terancam

batal. (Hal. i8)

Eceran: Rp5o900
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Policy tarif cenderung politis

OLEH NURBAITI
& APRILIAN HERMAWAN
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Kebijakan
penetapan tarif peme-
rintah dinilai lebih ba-
nyak didasari pertim-
bangan politis populis
dan tidak berdasarkan

perhitungan keekonomi-
an sehingga kerap
mengabaikan kepenting-
an pelayanan publik.

Tulus Abadi, anggota Pengurus
Harian Yayasan Lembaga Kon-
sumen Indonesia menegaskan ta-
rik ulur pencabutan capping (ba-
tas) tarif listrik dan pembatalan
penaikan tarif kereta api secara ti-
ba-tiba adalah salah satu contoh
kebijakan pemerintah yang tidak
didasari perhitungan ekonomis.

“Kisruh tarif listrik itu akibat
policy yang salah kaprah dan nga-
wur. Secara filosofi, seharusnya
tarif industri dan usaha lebih mu-
rah dibandingkan dengan tarif
rumah tangga. Tapi tarif kita ma-
lah terbalik,” katanya kemarin.

Menurut Tulus, pemerintah se-
lama ini membiarkan kelompok
industri dan bisnis menanggung
beban tarif lisrtik rumah tangga.
Dia memberi contoh golongan
pelanggan listrik 450 VA- 900 VA
yang dibebaskan dari kenaikan
tarif pada tahun lalu sebagai kebi-
jakan politis. Padahal, porsi ke-
lompok ini berjumlah besar dan
memiliki beban kenaikan secara
persentase yang relatif rendah.

AKkan tetapi, beban itu harus di-
tanggung Kkelompok industri
yang memiliki porsi kecil sehing-
ga pada akhirnya kebijakan ini
justru berujung pada kenaikan
harga-harga secara umum.

Dalam perkembangan penerap-
an pencabutan batas kenaikan ta-
1if listrik, sebanyak 14 asosiasi in-
dustri meminta pemerintah me-
nunda kebijakan tersebut selama
1 tahun ke depan. Alasannya, ke-
naikan biaya listrik dinilai mem-
beratkan industri dan menekan
daya saing.

“Asosiasi-asosiasi itu meminta
ditunda selama 1 tahun, apabila
pencabutan capping sebesar 18%
itu memang disetujui,” kata Men-
teri Perindustrian M.S. Hidayat,
seusai pertemuan dengan 14 aso-
siasi industri.

Hidayat menuturkan asosiasi
industri itu umumnya keberatan
terhadap pencabutan capping
18% oleh PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero).

Dia mengatakan Menteri Ener-
gi dan Sumber Daya Mineral Dar-
win Zahedy Saleh telah menghu-
bungi dirinya dan menyampai-
kan memang ada surat perminta-

Menteri ESDM belum izinkan pencabutan capping listrik

Tarik ulur penetapan tarif

Tarik ulur penetapan tarif memperlihatkan kebijakan pemerintah yang
ragu-ragu. Penetapan tarif listrik dan tarif KA adalah salah satu contoh

ketidak jelasan arah kebijakan. Malah pada tarif KA angkutan penumpang kelas

ekonomi di lintas Jawa dan Sumatra, pemerintah membatalkan penaikan

padahal belum genap 24 jam berlaku.

-

hidup’

Bisnis/Yayus Yuswoprihanto

an dari Dirut PLN untuk menca-
but capping 18%.

“Tetapi yang penting dari pem-
bicaraan Menteri ESDM kepada
saya, surat dari PLN itu belum di-
setujui karena harus melapor
Menko Perekonomian dan dibica-
rakan dengan menteri-menteri
lain,” jelas Hidayat.

terjepit itu dengan
benar, kaya film
kartun. Kelindes

hidup, kejepit juga

Dirut PLN Dahlan Iskan

Menperin, M.

“Menteri ESDM
belum menyetujui
itu. Jadi saya kira

saya sudah menegur

PLN kemarin."”

~

“ngtanya, Menteri ESDM
“Kita hanya bisa permmtaan PLN Darwier?;e:rl\edy Saleh
menikmati posisi kepada Menteri ESDM \ _ .

itu belum disetujui.”

S. Hidayat

cana pencabutan capping listrik
karena ESDM belum memper-
oleh laporan dari PLN. Untuk itu,
kebijakan capping listrik bagi
industri belum berubah.

Menteri Koordinator bidang
Perekonomian Hatta Rajasa me-
ngaku belum mengetahui adanya
kebijakan pencabutan capping

Dalam Kke- listrik  bagi
sempatan industri
terpisah, “Kisruhtariflistrik oleh PLN.
Darwin me- 2aKibatpolicy salah Sejauh ini

kaprah dan ngawur. . ?
negaskan be- Kelompok industri ujarnya, be-
lum menge- dipaksa menanggung lum  ada
luarkan izin beban tarif rumah pembicara-
tangga.” .
pencabutan Anacots Peraurus an menge
capping Ke- (ﬁ,,ian vk nai hal itu.
naikan/pe- Tulus Abadi Direktur
nurunan ta- Utama PLN
gihan reke- Dahlan Is-

ning listrik maksimum 18% se-
hingga kebijakan itu tidak bisa
dilakukan sepihak oleh PLN.

Sudah ditegur

Dia bahkan mengaku sudah
menegur direksi PLN terkait de-
ngan pencabutan capping listrik
tersebut. Menurut dia, sekalipun
ada perkembangan dinamis yang
menuntut itu, PLN tetap harus
melaporkan terlebih dahulu ren-
cana tersebut kepada pemerintah
untuk kemudian dimatangkan
dengan Komisi VII DPR, sebelum
dieksekusi.

Dia menambahkan sejauh ini
juga belum ada pembicaraan de-
ngan Komisi VII DPR terkait ren-

kan mengatakan perusahaan lis-
trik pelat merah itu masih me-
nunggu keputusan pemerintah
soal pencabutan capping tarif lis-
trik bagi pelanggan industri.

“PLN merasa dalam keadaan
terjepit, antara keinginan institusi
yang tidak mengizinkan capping
dicabut. Kita hanya bisa menik-
mati posisi terjepit itu dengan be-
nar.”

Di sisi lain, dia mengingatkan
PLN diharuskan melaksanakan
UU APBN dan UU Persaingan
Usaha. Dengan begitu, kalau cap-
ping tidak dicabut, maka akan
ada sejumlah industri yang akan
mendapatkan tarif lebih murah
dibandingkan dengan umumnya

untuk industri sejenis.

Berdasarkan keputusan bersama
dalam Rapat Dengar Pendapat
antara Kementerian ESDM, PLN,
kalangan dunia usaha dengan De-
wan Perwakilan Rakyat pada 19
Juli 2010, ditetapkan besaran ke-
naikan TDL pelanggan industri di
kisaran 10%-15%, dengan capping
kenaikan dan penurunan mak-
simum 18% dari rekening sebe-
lumnya.

Penghapusan capping sebelum-
nya sudah diterapkan PLN kepa-
da pelanggan bisnis sejak Okto-
ber tahun lalu dan sekarang di-
berlakukan bagi pelanggan in-
dustri.

Wakil Sekretaris Umum Aso-
siasi Pengusaha Indonesia Franky
Sibarani mengatakan pencabutan
capping 18% akan berdampak
pada kenaikan biaya produksi
yang selanjutnya mengerek harga
produk akhir.

“Untuk sektor kosmetik penga-
ruhnya sekitar 10%-15%, kaca
15%, elektronik dan daging olah-
an 5%, dan makanan dan mi-
numan memang relatif kecil 1%-
2% karena komponen energi
kontribusinya 10%-15% dari bia-
ya produksi,” tutur Franky.

Ketua Umum Asosiasi Perteks-
tilan Indonesia Ade Sudrajat Us-
man mengungkapkan kenaikan
TDL akan menaikkan biaya lis-
trik 18%—20% dan biaya pro-
duksi 5%.

Anggota Komisi VII DPR M.
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Romahurmuziy = mengatakan
akan memanggil direksi PLN ter-
kait dengan kebijakan pencabut-
an capping rekening listrik. Pe-
manggilan itu direncanakan pada
minggu ke-3 bulan ini.

Menurut dia, batasan pengatur-
an TDL yang masih dalam penge-
lolaan PLN itu, bila kenaikan ra-
ta-rata kelompok pelanggan ma-
sih di bawah batasan yang disetu-
jui DPR, yakni sebesar 18%.

“Ibaratnya, kalau yang perla-
kuan tarif PLN kepada pelanggan
23 kVA beda jauh dengan yang
50 kVa, silakan saja PLN men-
diskusikannya dengan pengusa-
ha sektor terkait. Tetapi kalau ke-
naikan rata-rata lebih dari 18%,
maka hal tersebut tidak diboleh-
kan oleh UU No. 10/2010 tentang
APBN 2011,” jelasnya.

Namun, kata dia, bila alasan
PLN mencabut capping tersebut
dikarenakan besaran subsidi lis-
trik yang disediakan tidak men-
cukupi, diperlukan perubahan
subsidi atau tarif melalui nota
perubahan APBN 2011.

Senada dengan itu, anggota Ko-
misi VII Satya W. Yudha mengat-
akan belum pernah ada kepu-
tusan menghilangkan capping.
“Kalau memang mereka [PLN]
mau melepas capping itu di luar
kesepakatan DPR, kita akan pang-
gil untuk mempertanggung-ja-
wabkan.” (AGUST SUPRIADI/SITI
MUNAWAROH) (ibeth.nurbaiti@bisnis.
co.id/aprilian. hermawan@bisnis.co.id)

Koreksi berlanjut, saham Mandiri terus tertekan

OLEH BASTANUL SIREGAR
& RATNA ARIYANTI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Di tengah rebound
hampir seluruh bursa Asia, in-
deks harga saham gabungan
(IHSG) kemarin kembali terko-
reksi 0,7% ke 3.455.13, hingga
mencatat akumulasi penurunan
8,7% hanya dalam 4 hari perda-
gangan, dengan penjualan bersih
asing Rp4,6 triliun.

Saham PT Bank Mandiri Tbk,
bank terbesar dari sisi aset, ke-
marin kembali rontok 3,3% ke
Rp5.800. Begitu pula dengan sa-
ham PT Bank Central Asia Tbk,
bank terbesar dari sisi kapitalisasi
pasar, ambruk 3,4% ke Rp5.700,
sedangkan PT Bank Negara Indo-
nesia Tbk longsor 5,18%.

Sektor perbankan, seperti juga
perdagangan hari sebelumnya,
menjadi penyebab terbesar keja-
tuhan indeks. Sepanjang tahun
berjalan, harga saham Mandiri te-
lah tergerus 10,77%, sedangkan

saham BNI terperosok 17,42 %.

Laporan analis Credit Suisse
Group AG yang dipimpin Robert
Prior Wandesforde yang dirilis
kemarin menyebutkan Bank In-
donesia berpeluang menaikkan
suku bunga acuannya (BI Rate)
hingga 100 basis poin dari Maret
sampai Agustus guna meredam
lonjakan inflasi.

Laporan terbaru Credit Suisse
ini sedikit mengoreksi laporan
Morgan Stanley yang terbit sehari
sebelumnya. Morgan menyebut-
kan BI berpeluang menaikan BI
Rate secara kumulatif hingga 100
bps awal Februari nanti guna me-
ngendalikan laju inflasi.

Sekadar catatan, laju inflasi ta-
hunan sepanjang 2010 tercatat
6,96%, melebar cukup jauh dari
sasaran APBN-P 2010 sebesar
5,3%, dipicu antara lain oleh ke-
naikan harga pangan. Pada saat
yang sama, Bl masih memperta-
hankan BI Rate di level 6,5%.

Menariknya, kejatuhan saham
perbankan itu tidak merata. Sa-

ham PT Bank Rakyat Indonesia
Tbk misalnya, bank terbesar ke-
dua dari sisi aset, naik 3,2% ke
Rp4.800 rupiah. Kendati suku bu-
nga berpotensi naik, tahun BRI
tetap menargetkan pertumbuhan
kredit sebesar 22%.

Sementara itu, kontras dengan
berlanjutnya koreksi IHSG, ham-
pir semua bursa regional dan di
kawasan Asia kemarin rebound.
Indeks komposit Shanghai misal-
nya, naik 0,47% ke 2.805,40,
Hang Seng menguat 0,99% ke
23.760,34, sedangkan Straits
Times naik tipis 0,38% ke 3.241.

Nilai rupiah juga rebound ke
Rp9.068 dari semula Rp9.073 per
dolar AS, akibat spekulasi inter-
vensi B, setelah 3 hari berturut-
turut terkoreksi hingga ke level
terendah dalam 7 bulan terakhir.
Penguatan rupiah diiringi apre-
siasi mata uang lain kawasan, ter-
utama baht Thailand.

Minat rights issue
Kepala Riset PT Citi Pacific Se-

curities Hendri Effendi menilai
koreksi yang terjadi pada indeks
harga saham gabungan sejak pe-
kan lalu tidak akan mengurangi
minat rights issue Bank Mandiri.

“Kalau harganya menarik, in-
vestor akan tetap masuk. Secara
fundamental Bank Mandiri me-
miliki kinerja yang baik sepan-
jang tahun lalu dan belum terli-
hat adanya penurunan Kinerja,”
ujarnya ketika dihubungi di Ja-
karta, kemarin.

Namun, perlemahan indeks di-
khawatirkan akan berpengaruh
terhadap pembentukan harga ke
arah batas bawah. Penurunan in-
deks yang terus terjadi hingga ha-
1i ini dinilai berlebihan dan lebih
didorong sentimen pasar yang
negatif mengingat fundamental
Indonesia masih baik.

“Pelaku pasar mengantisipasi
faktor adanya percepatan penaik-
kan BI Rate, sejalan dengan ke-
naikan ekspektasi inflasi. Akan
tetapi, menurut saya antisipasi
yang terjadi belakangan ini su-

dah agak berlebihan,” tutur Hen-
dri.

Bank Mandiri menawarkan pe-
nerbitan harga saham baru
Rp4.000-Rp6.150 per unit dan
membidik dana Rp9,3 triliun
hingga Rp4,4 triliun. Setiap pe-
megang 8.985 saham lama ber-
hak atas 1.000 unit saham de-
ngan skema hak memesan efek
terlebih dahulu (HMETD).

Pemerintah kini memiliki
66,7% saham dengan HMETD
1,558 miliar unit. Hak tersebut di-
alihkan ke Mandiri Sekuritas dan
Danareksa Sekuritas selaku agen
penjual. Selanjutnya saham hasil
HMETD itu akan dijual melalui
penawaran terbatas.

Bank Mandiri akan menerbit-
kan sekitar 2,33 miliar lembar sa-
ham baru. Setelah tercatat di bur-
sa, HMETD diperdagangkan pada
14-21 Februari 2011. Bank Mandi-
ri menjadi BUMN pertama yang
menggelar rights issue tahun ini.
(bastanul.siregar@bisnis.co.id/ratna.
ariyanti@bisnis.co.id)
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Kinerja BPD belum optimal

JAKARTA: Kinerja Bank Pembangunan
Daerah (BPD) sebagai salah satu pilar per-
tumbuhan ekonomi suatu wilayah dinilai
belum optimal. Hal tersebut sangat berbe-
da apabila dikaitkan dengan program Bank
Indonesia yang mendorong BPD untuk
menjadi regional champion.

Menurut ekonom Cides Umar Juworo,
sejauh ini kemampuan bank daerah dalam
menghimpun dana sudah cukup baik.
Namun, lanjutnya, pengalokasian dana
tersebut dinilai belum optimal khususnya
dalam hal penyaluran kredit.

“Sejauh ini BPD cukup bagus dalam
menghimpun dana seiring dengan desen-
tralisasi, tapi tidak diimbangi dengan penya-
luran kreditnya,” katanya, kemarin.

Oleh karena itu, Umar mengkritisi kinerja
BPD apabila dikaitkan dengan program Bl
yang mendorong bank daerah untuk men-
jadi regional champion.

Menurut dia, bank daerah mampu men-
jadi regional champion dengan catatan
dapat memaksimalkan kontribusi pembiaya-
an khususnya pada sektor produktif di
wilayahnya masing-masing.

“Penyaluran kredit bank daerah masih
jauh dari optimal karena banyak dana yang
hanya disimpan pada SBI [Sertifikat Bank
Indonesial,” jelasnya. (BIsNIS/07)

Antar Daerah incar 14%

JAKARTA: PT Bank Antar Daerah menar-
getkan pertumbuhan kredit pada tahun ini
sebesar 14% jika dibandingkan dengan peri-
ode yang sama tahun lalu. Sektor ritel
merupakan fokus ekspansi bisnis perseroan.

Dirut Bank Antar Daerah Bujung R.
Hanani mengatakan target kredit pada 2011
memang cukup konservatif, jika dibanding-
kan dengan realisasi pembiayaan pada 2010
yang lebih besar dari proyeksi semula 15%.

“Tahun ini kami proyeksikan tumbuh 14%,
karena ekonomi belum jelas, memang out-
standing sekarang kredit Rp770 miliar, tum-
buh lebih besar dari target 15%," ujarnya
kepada Bisnis, baru-baru ini.

Menurut dia, perseroan akan fokus kepa-
da pembiayaan ritel karena permintaan
masyarakat dinilai masih cukup tinggi.
Selain itu, sambungnya, segmen ritel memi-
liki risiko cukup rendah.

Bank Antar Daerah saat ini memiliki dana
pihak ketiga sebesar Rp900 miliar. Dengan
ditopang oleh kredit sebesar Rp770 miliar,
aset bank tersebut saat ini mencapai Rp1,2
triliun. (BISNIS/HTA)
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EKSPANSI JARINGAN:
Sejumlah nasabah melaku-
kan transaksi perbankan
menggunakan mesin ATM di
salah satu cabang Bank
Mega di Jakarta, belum
lama ini. Sampai akhir 2010,
jaringan Bank Mega telah
tumbuh menjadi 308 jaring-
an kerja di pelosok negeri,
dan pada 2018 diharapkan
memiliki 1.000 kantor
cabang.

BISNIS/ENDANG MUCHTAR

Kartu kredit makin digemari

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Masyarakat
Indonesia makin gemar
bertransaksi mengqu-
nakan kartu kredit, terli-
hat nilai transaksi yang
membesar dan jumlah
pemegang kartu makin
banyak. Potensi bisnis
alat pembayaran nontu-
nai ini juga masih terbu-
ka lebar.

Berdasarkan data Bank Indone-
sia, nilai transaksi masyarakat
dengan menggunakan Kkartu kre-
dit sepanjang 2010 mencapai
Rp161,38 triliun atau terus me-
ningkat selama 5 tahun terakhir.

Pada 2009 nilai transaksi meng-
gunakan Kkartu kredit tercatat se-
besar Rp136,69 triliun dengan vo-
lume 182,62 juta. Angka tersebut
terus meningkat dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya
yakni pada 2008, 2007, 2006, dan
2005 sebesar Rp107,27 triliun,
Rp72,6 triliun, Rp58,36 triliun dan
Rp45,69 triliun.

Bila dibandingkan dengan
2005, berarti telah terjadi kenaik-
an transaksi kartu kredit 3,5 kali

Rencana bisnis bank konservatif

OLEH HENDRI T. ASWORO
Bisnis Indonesia

Dalam 5 tahun terakhir transaksi tumbuh 3,5 kali lipat

lipat. Adapun jika dibandingkan
dengan nilai transaksi 2009, ter-
jadi peningkatan 18%.

Kepala Biro Humas BI Difi A.
Johansyah mengatakan potensi
penggunaan Kkartu kredit oleh ma-
syarakat Indonesia masih cukup
besar mengingat besarnya pangsa
pasar pengembangan produk ini.

“Nilai transaksi kartu kredit
dari tahun ke tahun terus menun-
jukkan peningkatan. Sepanjang
2010 nilai transaksi mencapai
Rp161,38 triliun dan diperkira-
kan terus meningkat,” katanya
dalam pesan elektronik yang dite-
rima Bisnis, kemarin.

Dia menyebutkan pesatnya per-
tumbuhan kartu kredit di Tanah
Air tercermin pada rata-rata pe-
ningkatan jumlah kartu yang
beredar dalam setiap tahunnya
sebesar 18%. Tren jumlah kartu
yang terus meningkat selama ku-
run waktu 5 tahun terakhir, lan-
jutnya, turut mendorong pening-
katan volume penggunaannya.

“Dari sisi volume, pertumbuh-
an rata-rata kartu kredit per tahun
mencapai 16% atau sebesar
196,41 juta pada 2010. Sementara
itu, di sisi nilai transaksi kenaik-
annya mencapai 28%,” ujar Difi.

Difi menjelaskan berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS)
saat ini terdapat kurang lebih 104

Jadilah pembayar tertib, bukan penyicil
Kendati makin mudah dengan kartu
kredit, Anda jangan keburu senang
dahulu. Siapkan mental menjadi
pembayar tepat waktu agar alat bayar
gesek ini kelak tidak menjadi sumber

masalah.

Berpegang pada
prinsip menggunakan
kartu kredit hanya untuk
mengelola pembayaran
dan memudahkan
transaksi keuangan,
layak Anda pertimbang-
kan. Saat ini, sebagian
besar nasabah jarang
mengetahui detail
perhitungan bunga
kartu kredit yang mahal.

45,69

juta penduduk yang potensial
menjadi pemegang kartu kredit.
Adapun jumlah Kkartu kredit yang
beredar hingga akhir 2010 menca-
pai 13,4 juta kartu.

“Dengan asumsi 1 orang memi-
liki 2 kartu kredit, maka saat ini
jumlah pemegang kartu kredit di
Indonesia dibandingkan dengan
potensi pasar yang ada [jumlah
penduduk usia produktif] baru
mencapai 4,5%,” ujarnya.

Pertumbuhan nilai transaksi
kartu kredit juga tak lepas dari

Pada tahun ini Bank
Panin mematok target

Target ekpansi kredit

run

sehingga terlihat menu-

Nilai transaksi kartu kredit

161,38

136,39
107,27
58,36 i

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber: Bank Indonesia, 2011

(Rp triliun)
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makin gencarnya para penerbit
kartu dalam memasarkan produk-
nya. Saat ini kartu kredit di In-
donesia dijual oleh sedikitnya 20
penerbit di mana sebagaian besar
di antaranya adalah perbankan.
Pola penjualan juga mulai dila-
kukan secara ‘serampangan’ de-
ngan filter bagi nasabah berhak
memiliki kartu makin longgar.
Tak mengherankan jika potensi
terjadinya kredit macet terbuka.
Namun, para penerbit kartu
juga belum terlalu pusing karena

terjadinya gagal bayar terkom-
pensasi dengan bunga premium
yang dikenakan bagi pembayaran
melalui cicilan.

Sebagaimana pernah dikatakan
Dewan Eksekutif Asosiasi Kartu
Kredit Indonesia, Dodit Probojakti
bunga kartu kredit memang ting-
gi, menyesuaikan karakter risiko-
nya yang juga besar, karena tanpa
agunan. Menurut Dodit, 70%
dari nasabah memilih melakukan
pembayaran dengan cara menci-
cil dan sisanya melunasi seluruh
tagihan saat jatuh tempo.

Para pembayar lunas, sejauh
ini adalah tipe yang kurang disu-
kai para penerbit kartu. Sejauh
ini sumber pendapatan dari pe-
nerbit kartu adalah bunga dari
tagihan vyang tidak dilunasi
sepenuhnya.

Jadi, bila nasabah melunasi
semua saat jatuh tempo, bank
praktis tidak memperoleh apa-
apa, selain iuran tahunan yang
jumlahnya tidak seberapa besar.

Menurut Mira Wibowo Senior
Marketing Manager Credit Card
BCA, hasil bunga adalah peno-
pang agar bisnis ini tetap jalan.
“Sebab penerbit juga menang-
gung risiko penghapusan kredit
yang tidak dibayar lebih besar.”
(07/20/HERY TRIANTO) (redaksi@bis-
nis.co.id)

Bank Sulteng
langgar aturan

JAKARTA: Perbankan nasional

kredit sebesar 22%.
Angka itu lebih rendah

perbankan (%)

“Seingat saya CIMB
Niaga tidak turun target

pada tahun ini membuat rencana bis-
nis yang cukup Kkonservatif jika di-
bandingkan dengan periode sebelum-

BISNIS/RAHMATULLAH

MELEBIHI TARGET: Sejumlah karyawan memantau

perkembangan pasar keuangan di Dealing Room, Bank

nya. Akses pendanaan pasar modal
menjadikan faktor rivalitas perbankan
dalam ekspansi pembiayaan.

Hal tersebut tertuang dalam renca-
na bisnis bank (RBB) yang telah di-
sampaikan kepada Bank Indonesia.
Ekspektasi cukup konservatif itu juga
berkaca pada proyeksi 2010 yang tak
mencapai target meskipun tipis.

Wadirut PT Bank Pan Indonesia
(Panin) Tbk Roosniati Salihin mem-
benarkan bahwa target kredit cukup
konservatif. Hal itu cukup beralasan
dari pada memasang target tinggi
tetapi meleset dari perkiraan.

“Ya kalau RBB Kkonservatif dulu,

dari proyeksi 2010 yang| Ban 201 2010* | yreditnya. Tapi, memang
realisasinya lebih dari| .- 1820 20-22 kar.ena pencape_liannya
25%. Adapun pertum-| pgg 2022 2225 | lebih besar dari target
buhan dana diperkira-| Bca 20 2225 | pada 2010,” katanya.
kan bisa tumbuh 15%,| BNI 20 15-20 Dia menjelaskan pada
terutama pada jenis| CIMBNiaga 20 2025 | tahun ini aset perseroan
tabungan dan giro Danamon 20 25 | diproyeksikan  naik
Hal senada disampai- E‘m" zz_gg gg 19%, di mana kontribusi
kan Dirut PT Bank OCBC| ' parmata 23 5 | kredit ditargetkan tum-
NISP Tbk Parwati Sur-| g 20 30 | buhdiatas20%. Hando-

jaudaja. Menurut dia, ra-
ta-rata bank menurun-
kan proyeksi jika diban-
dingkan dengan 2010.

OCBCNISP 2025 25

Sumber: Diolah berbagai sumber
*) Proyeksi realisasi 2010

yo optimistis target akan
tercapai karena Kkondisi

OCBC NISP sendiri me-

matok target kredit 20%-25%.
Menurut Direktur Bisnis PT Bank

CIMB Niaga Tbk Handoyo Soebali,

target kredit perbankan pada tahun ini

perekonomian  mem-
baik.
Direktur Direktorat Pe-

nelitian dan Pengaturan Perbankan
BI Wimboh Santoso mengatakan per-
bankan pada tahun ini masih akan
bersaing dengan pasar modal dalam

Mandiri di Jakarta, akhir pekan lalu. Pertumbuhan kredit
PT Bank Mandiri Tbk selama 2010 melebihi target rencana
bisnis bank yang berada di sekitar 20%-22%.

kalau over bagus, tapi kalau tidak
tercapai ya repot,” ujarnya kepada
Bisnis, pekan lalu.

bukannya konservatif. Namun, sam-
bungnya, karena pencapaian kredit
pada 2010 yang melebihi ekspektasi

menyalurkan kredit, seiring masih
maraknya aliran dana asing di lantai
bursa.

Neraca publikasi tentukan kesehatan bank

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Bank Indonesia
akan menggunakan informasi
neraca keuangan publikasi dari
media massa dan lembaga peme-
ringkat (rating) untuk melaku-
kan penilaian kesehatan bank.
yang ditetapkan pada 5 Januari
2011.

Dalam Peraturan Bank Indo-
nesia 13/1/2011 tentang Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Umum,
setiap bank diwajibkan melaku-
kan penilaian sendiri secara ber-
kala yang kemudian dilaporkan
kepada bank sentral. Self assess-
ment dilakukan terhadap 4 hal,

yakni profil risiko, tata kelola
perusahaan, rentabilitas dan per-
modalan.

Setelah itu, BI melakukan pe-
meriksaan berdasarkan penilaian
tersebut serta informasi lain yang
didapat. Berdasarkan penjelasan
Pasal 4 Ayat (3) PBI terse-
but, informasi lain yang bisa di-
gunakan oleh BI adalah data dari
otoritas yang berwenang, lembaga
pemeringkat dan media massa.

Bl juga bisa menggunakan
data atau informasi dari otoritas
yang berwenang di luar negeri
atau lembaga pemeringkat inter-
nasional terhadap kantor pusat
yang memiliki cabang yang ber-

operasi di Indonesia.

Perbankan akan mulai mela-
porkan penilaian pada 1 juli 2011
untuk posisi tingkat kesehatan
bank akhir Juni 2011. Namun,
PBI baru akan berlaku penuh
pada 1 Januari 2012.

Kepala Biro Humas Bank Indo-
nesia Difi A. Johansyah menjelas-
kan info dari media massa yang
dimaksud adalah laporan keu-
angan perbankan yang dimuat di
media massa.

“Laporan Kkeuangan yang
dimuat di media massa itu ber-
beda dengan laporan bank kepa-
da BI. Karena yang dilaporkan ke
BI hanya sebagian sesuai regula-

si,” kata Difi kepada Bisnis,
kemarin

Adapaun informasi dari lem-
baga pemeringkat, jelas dia, ada-
lah penilaian tingkat risiko atau
rating dari surat utang yang di-
keluarkan oleh bank. “BI akan
menggunakan data dari lembaga
pemeringkat baik yang nasional
ataupun internasional yang me-
nerbitkan rating bagi obligasi
perbankan di Indonesia.”

Penggunaan data media massa
dan lembaga pemeringkat tidak
digunakan dalam PBI sebelum-
nya. Dalam PBI No. 6/10/
PBI/2004 tentang Sistem Peni-
laian Tingkat Kesehatan Bank

Umum, yang telah dicabut sejak
peraturan yang baru berlaku, BI
menggunakan data lembaga
pemeringkat internasional antara
lain Standard & Poor’s, Moody’s,
dan Fitch Rating untuk penilaian
peringkat kantor pusat bank
asing.

Sekretaris Perusahaan PT Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Mu-
hammad Ali menyambut keten-
tuan ini dengan baik. Menurut
dia, laporan keuangan yang diter-
bitkan di media massa memang
mencerminkan profil risiko, tata
kelola perusahaan yang baik,
rentabilitas dan permodalan dari
perseroan. (20)

kredit
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PALU: Badan Pemeriksa
Keuangan menemukan se-
jumlah kasus penyaluran
kredit PT Bank Pemba-
ngunan Daerah Sulteng
pada 2009 dan 2010 yang
tidak sesuai dengan keten-
tuan perbankan.

Kepala BPK Sulawesi
Tengah Dadang Gunawan
dalam rapat paripurna isti-
mewa DPRD Sulteng, ke-
marin, menyebutkan pem-
berian kredit yang menya-
lahi ketentuan a.l. kredit
kepada tujuh debitur sebe-
sar Rp1,3 miliar.

Selain itu, pemberian
kredit kepada Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong
tahun anggaran 2009 sebe-
sar Rp16,8 miliar, serta
jaminan kredit sebesar
Rp3,4 miliar tidak dalam
penguasaan Bank Sulteng.

BPK juga menemukan
dana alokasi khusus bidang
pendidikan ke Kabupaten
Parigi Moutong disajikan
dalam akun kewajiban se-
gera pada rekening titipan
pihak ketiga sebesar Rp10,7
miliar tidak sesuai ketentu-
an, serta kredit hapus buku
yang tidak didukung de-
ngan dokumen lengkap.

Dadang dalam laporan-
nya tidak menyebut nama
ketujuh debitur tersebut
serta ketentuan apa saja
yang tidak dipenuhi Bank
Sulteng dalam pemberian

kredit itu.

Dia meminta DPRD me-
nindaklanjuti pemeriksaan
BPK dengan melakukan
pembahasan dan apabila
terdapat temuan berindika-
si tindak pidana korupsi
maka ditindaklanjuti aparat
penegak hukum.

Dadang juga mendorong
pemprov dan Direksi Bank
Sulteng untuk menyusun
rencana aksi dalam rangka
memperbaiki tata kelola.

Pelaksana Tugas Dirut PT
Bank Sulteng Muliaty me-
ngatakan pihaknya telah
melakukan perbaikan atas
beberapa kekeliruan yang
dilakukan dalam pemberi-
an kredit maupun penyu-
sunan laporan.

Menurut dia, rekomenda-
si dan temuan BPK akan
menjadi pegangan direksi
dalam pemberian kredit,
terutama kepada pemerin-
tah daerah pada masa men-
datang.

“Memang dalam bebera-
pa kasus pemberian kredit
kepada pemda, kita lebih
melihat pada manfaat bagi
masyarakat. Padahal, ada
ketentuan yang tidak bisa
diabaikan,” ujarnya.

Bank Sulteng merupakan
lembaga Kkeuangan yang
berpusat di Palu dan hingga
September 2010 mengelola
aset Rp1,12 triliun. Dalam
periode 9 bulan pertama
tahun lalu, bank itu meraih
laba Rp40,66 miliar. (k32)
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Pemda diminta bantu raskin

MAKASSAR: Pemerintah pusat mendo-
rong regulator di daerah ikut membantu
penyaluran subsidi beras untuk rakyat
miskin (raskin) yang tahun ini mendapatkan
tambahan anggaran Rp1,4 triliun menjadi
Rp15,3 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahte-
raan Rakyat Agung Laksono mengatakan
kenaikan anggaran raskin itu harus didu-
kung pemda terutama di bidang biaya
penyaluran dari titik distribusi.

*Jadi tidak ada lagi tambahan harga
tebus raskin dari yang sudah ditetapkan.
Selain membantu biaya distribusi, pemda
juga dapat menambah jumlah penerima
manfaat raskin atau menambah nilai pagu
raskin melalui penyediaan anggaran dalam
APBD, seperti yang telah dilaksanakan di
beberapa daerah,” ujarnya di sela-sela
Sosialisasi dan Peluncuran Raskin 2011 di
Makassar, kemarin.

Dia menjelaskan pada saat ini harga
tebus raskin di titik distribusi sebesar
Rp1.600 per kg. Agung meminta harga
tebus itu tetap dipertahankan di tengah
kenaikan harga beras di pasar. (BISNIS/K46)

Sumber PDB didiversifikasi

JAKARTA: Ekonom menilai percepatan
penurunan tingkat pengangguran dan
kemiskinan pada tahun ini tidak sekadar
membutuhkan laju produk domestik bruto
(PDB) yang tinggi, tetapi juga sumber per-
tumbuhan yang terdiversifikasi.

Peneliti Departemen Ekonomi Center for
Strategic and International Studies (CSIS),
Deni Friawan mengatakan selain sumber
pertumbuhan terdiversifikasi, pemerintah
juga perlu memperbaiki kinerja sektor yang
dapat diperdagangkan.

“Tahun ini butuh beberapa sumber per-
tumbuhan baru. Tahun ini, sektor-sektor
telekomunikasi, properti dan konstruksi
[sektor non-tradable] masih akan tumbuh
lebih baik. Namun, sektor tradable juga
diharapkan tumbuh,” katanya di Jakarta,
kemarin. (BISNIS/14)

18 Investor minati otomotif

JAKARTA: Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) melaporkan setidaknya ter-
dapat 18 calon investor yang menyatakan
komitmennya untuk berinvestasi di industri
otomotif dan pendukungnya.

Dari 18 calon investor tersebut sebanyak
lima investor sudah mengajukan pendaf-
taran dan sisanya sebanyak 13 investor
telah mendapatkan izin prinsip dari BKPM.

Deputi Kepala BKPM Bidang Pelayanan
Penanaman Modal Teuku Otman Rasyid
mengungkapkan perkembangan industri
otomotif di Indonesia ternyata menjadi
daya tarik bagi para investor.

“Kalau sudah mengajukan pendaftaran,
apalagi mendapatkan izin prinsip, itu
menandakan investor serius untuk berin-
vestasi di Indonesia,” katanya di Jakarta,
kemarin. (BISNIS/ACA)

8 Paket pajak
berlaku tahun ini

Tax holiday dapat payung hukum

OLEH AGUST SUPRIADI
Bisnis Indonesia

1. Pengalihan fungsi pembuat
kebijakan perpajakan kepada
JAKARTA: Kemen- Badan Kebijakan Fiskal
2. PMK tentang sanksi bagi
petugas pajak yang lalai atau
sengaja melanggar
|k d | k t 3. Pemanfaatan hasil audit
n n n laporan perusahaan yang
alka e apa pa e kredibel oleh Ditjen Pajak
4. Surat edaran tentang pajak
pertambahan nilai (PPN) untuk

terian Keuangan
akhirnya memperke-

kebijakan perpajakan
yang cukup lama
ditungqu wajib pajak.

industri film

rapkan dapat memperbaiki

sistem dan tata kelola instan-

si pajak dan pemberian insentif fiskal bagi
wajib pajak badan berupa tax holiday.

Menteri Keuangan Agus D. W. Marto-
wardojo menilai selama ini paket kebi-
jakan perpajakan ataupun penerbitan ber-
bagai aturan insentif fiskal belum tersosia-
lisasi dengan sistematis, sehingga imple-
mentasinya kurang efektif.

Kedelapan paket perpajakan itu adalah
Pertama, pemisahan fungsi pembuat ke-
bijakan perpajakan dengan fungsi imple-
mentasinya.

Selama ini instansi perpajakan yaitu
Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai
merangkap fungsi sebagai pembuat
aturan sekaligus pelaksana kebijakan.
Sejak Januari 2011, fungsi pembuat kebi-
jakan dan peraturan diambil alih oleh
Badan Kebijakan Fiskal.

“Pembahasan mengenai pengalihan
fungsi pembuat aturan perpajakan sudah
selesai. Kami tegaskan itu menjadi inisi-
atif BKE,” kata Menkeu dalam jumpa pers
tentang delapan paket kebijakan perpa-
jakan itu di Jakarta, kemarin.

Kedua, pemerintah mempertegas ama-
nat Pasal 36 A Undang-Undang tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpa-
jakan (KUP) mengenai penegakan sanksi
tegas bagi petugas pajak yang lalai atau
dengan sengaja melanggar aturan dalam
menjalankan tugasnya.

Menkeu menjelaskan sanksi bagi petu-
gas pajak tersebut diatur dalam bentuk
peraturan menteri keuangan (PMK).

Ketiga, melakukan kerja sama dengan
menandatangani nota kesepahaman anta-
ra Direktorat Jenderal Pajak dengan Ikatan
Akuntansi Indonesia (IAI) tentang peman-
faatan hasil audit laporan keuangan per-
usahaan yang kredibel dan sesuai dengan
standar akuntansi negara sebagai dasar
perhitungan kewajiban pajak.

Keempat, kebijakan pajak pertambahan
nilai (PPN) untuk kesetaraan perlakuan
impor film dan nasional melalui surat
edaran.

Dia menjelaskan kebijakan itu mem-
pertegas kewajiban pajak bagi pelaku

5. PP N0.93/2010 tentang
sumbangan sebagai pengurang
penghasilan kena pajak

Paket kebijakan itu diha_ Sumber: Kementerian Keuangan

Delapan paket kebijakan perpajakan

6. Tax holiday dalam PP
No0.94/2010

7. Penyederhanaan prosedur
pembebasan PPh Pasal 22 atas
impor barang

8. Penyederhanaan birokrasi
dalam mendukung kegiatan
bantuan, hibah, dan sumbangan

e _
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industri film impor berupa dua kali penge-
naan perpajakan yakni bea masuk pada
saat impor film dan ketika membayar
royalti kepada produsen film di luar nege-
1i juga dikenai PPN.

“Kami akan mengkaji lebih lanjut apa
yang bisa menstimulasi produksi film-film
nasional yang seharusnya Kkita tolong
produksinya. Jadi impor film dikenakan
pajak sesuai dengan ketentuan tidak me-
ngenal jenis, tarifnya flat US$0,43 per
meter,” tutur Direktur Peraturan Perpajak-
an I Ditjen Pajak Suryo Utomo.

Penanggulangan bencana

Kelima, menerbitkan Peraturan Peme-
rintah No. 93/2010 tentang Sumbangan
dalam rangka penanggulangan bencana,
penelitian dan pengembangan (Litbang),
pendidikan, olahraga, dan pembangunan
infrastruktur sosial sebagai pengurang
penghasilan kena pajak (PKP).

“Dalam PP ini dinyatakan total besarnya
sumbangan yang jadi pengurang PKP
maksimal adalah 5% dari keuntungan.
Tidak mungkin dong perusahaan merugi
terus menyumbang,” jelas Direktur Per-
aturan Perpajakan II Ditjen Pajak Syari-
fuddin Alsjah.

Keenam, menerbitkan Peraturan Peme-
rintah No0.94/2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Tidak Kena Pajak dan pelu-
nasan Pajak Penghasilan dalam Tahun
Berjalan.

Dalam aturan tersebut dimasukkan
pasal mengenai fasilitas pembebasan PPh
untuk jangka waktu tertentu (tax holi-
day) bagi wajib pajak badan atau investor
baru di industri pionir.

Ketujuh, penyederhanaan prosedur
pembebasan PPh Pasal 22 atas impor
barang. “Dulu ada duplikasi. Penyederha-
naan prosedur ini, diyakini menjadi lebih
efisien,” ujar Menkeu.

Kedelapan, perlakuan perpajakan un-
tuk penyederhanaan birokrasi dalam
mendukung kegiatan-kegiatan yang sifat-
nya memberikan bantuan, hibah ataupun
sumbangan tanpa prosedur yang panjang.
(agust.supriadi@bisnis.co.id)

Pengendalian inflasi yang lemah miskinkan rakyat

OLEH HARRY AZHAR AZIS
Wakil Ketua Komisi XI DPR

ngka inflasi nasional

yang dipublikasi Biro

Pusat Statistik (BPS)

ternyata lebih rendah
dibandingkan dengan inflasi di
beberapa daerah. Dari 66 kota
basis perhitungan, inflasi nasional
pada 2010 mencapai 6,96% atau
31% lebih tinggi dari target UU
APBN Perubahan 2010.

Beberapa kota bahkan tingkat
inflasinya lebih jelek lagi seperti
Sibolga mencapai 11,8% (123%
dari target nasional) dan Mataram
11,1% (110%).

Batam, daerah perdagangan
bebas sesuai dengan UU 44/2007
yang semestinya tidak mengalami
masalah distribusi, ternyata men-
catatkan inflasi yang tidak seba-
gus harapan yaitu 7,4% atau 40%
dari target nasional.

Perkembangan inflasi itu ter-
ungkap dalam Focus Group
Discussion yang diselenggarakan
Badan Supervisi Bank Indonesia
(BSBI) pada 6 Januari di Batam,
Kepulauan Riau.

Apabila seorang pekerja ber-
pendapatan tetap yang berprestasi
mengalami kenaikan gaji rata-rata
sebesar 5% pada 2010, dengan
besaran inflasi pada tahun terse-
but, yang terjadi bukan pening-
katan kesejahteraan, tetapi seba-
liknya penurunan daya beli.

Namun, ironisnya kenaikan
pendapatan seseorang karena
prestasi kerja ternyata harus ter-
pukul kembali oleh inflasi akibat
ketidakmampuan negara
menekan kenaikan harga-harga.

Bagi mereka dalam kategori
berpendapatan rendah atau mis-
Kin situasinya bisa lebih parah.
Kelompok miskin umumnya
membelanjakan sebagian besar
porsi pendapatannya untuk mem-
beli bahan makanan, sisanya baru
digunakan untuk kebutuhan
hidup lainnya.

Dengan inflasi bahan makanan
sebesar 15,64% pada tahun lalu,
dua Kali lebih besar dari inflasi
umum, sisa porsi pendapatan
kelompok ini yang digunakan
untuk membeli keperluan hidup
selain bahan makanan tentu

semakin kecil.

Logika ini bisa terus dikembang-
kan sampai kepada mereka yang
tidak bekerja, tidak memiliki pen-
dapatan atau sangat miskin.
Apabila daya beli pendapatan
masyarakat semakin kecil karena
inflasi dan membiarkan inflasi
terus terjadi tanpa kendali artinya
pembiaran proses pemiskinan pen-
duduk secara pasti sedang terjadi.

Kondisi itu tentu bertentangan
dengan tujuan terbentuknya negara
ini seperti tertuang dalam Pem-
bukaan UUD 1945 yaitu menuju
sebesar-besarnya kemakmuran rak-
yat, bukan pemiskinan rakyat.

Kelas menengah

Yang menarik, dari kategorisasi
barang dan jasa yang terkena
inflasi, barang dan jasa yang
makin banyak dikonsumsi kelom-
pok menengah dan orang kaya
justru laju inflasinya lebih ren-
dah dari laju inflasi umum.

sebagai alasan karena nilai rupiah
justru menguat pada akhir-akhir
ini dan memiliki daya tekan ter-
hadap kemungkinan tingkat infla-
si yang lebih parah.

Era demokrasi yang sedang kita
bangun ini memang makin
meningkatkan Kkualitas rasional
masyarakat, sehingga penjelasan
yang dibutuhkan justru harusnya
lebih substantif seperti dari segi
perencanaan program, koordinasi,
sinkronisasi dan implementasi
kebijakan yang belum fokus
mengatasi laju inflasi.

Pasar tak sehat

Apabila benar pedagang meng-
ambil keuntungan besar yang me-
nyebabkan inflasi tinggi, seperti
kasus harga cabai merah yang
melonjak, berarti seperti sebuah
pengakuan bahwa struktur pasar
yang terbentuk adalah tidak sehat
karena dikuasai sekelompok peda-

gang.

Sebut saja mi- Hal itu adalah
salnya tingkat Imbas kenaikan tugas pemerintah
g;frljfl‘gﬁg%"k harga internasional “?mml;nggggg;
sandang 6,51%,  tidak cukup signifi-  pada tahuntahun
mahan. a1 Kan sebagai alasan. UL OH
trik, gas dan seperti ini. Tugas
bahan bakar menjaga nilai

4,08%, kelompok pendidikan,
rekreasi dan olahraga 3,29%,
kelompok transportasi, komunika-
si dan jasa keuangan 2,69% serta
kelompok kesehatan 2,19%.

Dari data ini bisa ditafsirkan
salah satu atau semua situasi ber-
laku pada kelompok ini bahwa
supply barang dan jasanya masih
lebih besar dari pertumbuhan
demand-nya, regulasi dan law
enforcement lebih baik dan lebih
transparan atau struktur pasarnya
lebih kompetitif dari struktur
pasar kelompok barang dan jasa
kebutuhan pokok (bahan makan-
an) penduduk.

Penjelasan Bank Indonesia (BI)
dan pemerintah sangat tidak
memadai bahwa inflasi terjadi
karena cuaca buruk dan atau ben-
cana, pedagang ambil untung
besar atau imbas gejolak pereko-
nomian dunia.

Imbas kenaikan harga interna-
sional tidak cukup signifikan

rupiah sudah jelas diamanatkan
kepada BI selaku pemegang man-
dat Pasal 7 UU 3/2004 tentang
Bank Indonesia.

Rumusan tugas dijelaskan Pasal
8 Huruf a UU tersebut, yakni
menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter. Namun,
masalah inflasi tidak dapat
ditangani BI saja, sehingga Pasal
21 UU 17/2003 tentang Keuangan
Negara juga memerintahkan agar
pemerintah di sisi fiskal dan BI di
sisi moneter saling berkoordinasi
ketat dalam penetapan dan pelak-
sanaan kedua kebijakan itu, ter-
masuk di antaranya kebijakan
mengendalikan inflasi.

Meskipun, kedua UU itu tidak
secara tegas mengatur pola pem-
bagian tanggung jawab apabila
terjadi kegagalan mencapai dan
atau memelihara kestabilan nilai
rupiah tampaknya tidak ada pilih-
an lain, hal ini harus dilakukan
agar masing-masing otoritas

makin fokus pada kebijakan yang
terkoordinasikan.

BI cenderung berpendapat
bahwa inflasi inti (core inflation)
layak menjadi wilayah tanggung
jawabnya.

Sementara itu, pemerintah di
samping berkoordinasi dengan BI,
juga berkoordinasi dengan pen-
anggung jawab sektoral terkait di
pemerintahan baik di tingkat
pusat maupun daerah.

Kebijakan administered price
seperti menaikkan harga BBM
atau tarif dasar listrik relatif lebih
well-established karena biasanya
diputuskan dalam sidang kabinet
yang dihadiri semua pejabat
kementerian sektoral.

Namun, kebijakan pengendalian
harga barang, yang terbentuk dari
komponen supply, distribusi dan
demand, yang masuk dalam kate-
gori volatile food prices seperti
beras, gula, minyak goreng, cabai
merah, bawang merah dan seterus-
nya belum tentu dibahas secara
intersektoral dalam kabinet.

Di samping koordinasi sektoral,
koordinasi fokus untuk daerah
yang memiliki risiko tingkat infla-
si tinggi juga harus dilakukan. BI
membentuk Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID), yang
semestinya didukung pemda, teta-
pi juga selayaknya melibatkan
penanggung jawab kebijakan sek-
toral di pemerintah pusat.

Tingkat inflasi tinggi dan berbe-
da di beberapa daerah merefleksi-
kan bukan saja karakteristik per-
ekonomian tetapi juga kemam-
puan pejabat daerah/pusat
mengendalikan gejolak harga.

Dengan pemahaman dan fokus
kebijakan seperti ini, mengombi-
nasikan kebijakan sektoral dan
kewilayahan secara tepat, inflasi
dapat dikendalikan dan ditekan
secara lebih sistematis.

Rakyat harus diyakinkan
dengan kebijakan program yang
terkoordinasi dan tepat, bukan
dengan serangkaian alasan.
Inflasi harus serius diperangi dan
tidak boleh lagi dibiarkan meng-
ambil daya beli masyarakat, apa-
lagi memiskinkannya karena ber-
tentangan dengan UUD 1945 yang
justru menghendaki kemakmuran
rakyat yang adil dan merata.
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PELUNCURAN RASKIN: Menko Kesra Agung Laksono (kanan) berbincang dengan
Dirut Bulog Sutarto Alimuso pada acara peluncuran dan sosialisasi raskin 2011 di Makassar,
kemarin. Tahun ini Bulog menyalurkan raskin kepada 17,49 juta rumah tangga sasaran di
Indonesia dengan jatah 15 kg per kepala keluarga.

Sistem distribusi dan
transportasi perlu dibenahi

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: CSIS mengharapkan selain
menjaga pasokan dan permintaan bahan
pangan, pemerintah juga segera memper-
baiki sistem distribusi dan transportasi un-
tuk mengurangi tekanan inflasi pada tahun
ini.

Deni Friawan, peneliti Departemen Eko-
nomi Center for Strategic and International
Studies (CSIS), mengatakan inflasi pada
2010 yang mencapai 6,96% selain dipenga-
ruhi oleh cuaca yang buruk, juga disebab-
kan sistem distribusi dan transportasi yang
buruk.

“Inflasi pada 2010 tinggi karena cuaca
buruk yang mengganggu bahan pangan.
Hal yang tidak kalah penting adalah pe-
numpukan transportasi, misalnya di pela-
buhan Merak dan Bakaheuni. Gara-gara
cuaca buruk, truk-truk harus lama me-
nunggu. Jalan yang buruk juga mengham-
bat transportasi,” katanya di Jakarta, kema-
rin.

Deni melanjutkan tren peningkatan
harga sejumlah bahan pangan yang diper-
kirakan masih berlanjut membuka peluang
realisasi inflasi pada tahun ini bergerak di
kisaran 6,5%-7,5%.

Meski demikian, dia tidak melihat ke-
naikan harga pangan tertentu seperti cabai
akan terus memengaruhi laju inflasi pada
tahun ini.

Menurut dia, usulan untuk me-
ngeluarkan cabai dari komponen inflasi
pun perlu dipertimbangkan oleh pemerin-
tah.

“Perlu diperhatikan, kalau cabai tidak

memiliki proporsi yang banyak di Indone-
sia, ya sebaiknya dikeluarkan dari perhi-
tungan inflasi. Lain halnya dengan beras.
Saya lihat siklus naiknya harga cabai ini
hanya sebentar,” katanya.

Namun, Deni meyakini pertumbuhan
ekonomi pada 2011 akan tetap tumbuh
kuat meski peningkatan itu akan ‘memanas-
kan’ angka inflasi dan meningkatkan impor
serta kontraksi pada neraca berjalan.

Dia memprediksi laju produk domestik
bruto (PDB) di Indonesia bergerak di kisar-
an 6%-6,5% pada tahun ini. Prospek per-
ekonomian, sambungnya, bisa turun ke
bawah level 6% jika harga minyak mentah
terus menguat, aliran modal ke luar, dan
bencana.

Deni juga mengingatkan risiko penu-
runan perekonomian yang berkaitan de-
ngan volatilitas pasar finansial global dan
ketidakpastian prospek pertumbuhan eko-
nomi negara-negara maju masih terus
membayangi.

Mengenai peningkatan arus modal asing
yang telah meningkatkan cadangan devisa
dan proporsi kepemilikan investor luar
negeri di aset domestik, menurutnya, juga
perlu diwaspadai karena meningkatkan
kerentanan perekonomian domestik terha-
dap perubahan tiba-tiba sentimen pemilik
modal.

Pada Kkesempatan yang sama, CSIS
mengeluarkan beberapa rekomendasi kebi-
jakan yang bisa diambil pemerintah di
antaranya perlu mengelola risiko kerentan-
an dari pembalikan arus modal asing jang-
ka pendek yakni mengubah arus modal
asing ke sektor yang lebih produktif. (14)

Realisasi investasi 2010
tembus Rp200,3 triliun

OLEH AGUST SUPRIADI & ACHMAD ARIS
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Total investasi langsung baik
oleh pemodal asing maupun pemodal
dalam negeri sepanjang tahun lalu menca-
pai Rp200,3 triliun atau 125,1% dari target
Rp160,3 triliun.

Perkembangan investasi itu tertuang da-
lam naskah tertulis Percepatan Pertum-
buhan Ekonomi yang Berkeadilan 2011’
yang dipaparkan Menteri Koordinator bi-
dang Perekonomian Hatta Rajasa dalam
Rapat Kerja Pemerintah 2011, kemarin.

Naskah tersebut memerinci penanaman
modal asing (PMA) pada 2010 tercatat sebe-
sar Rp146,59 triliun melampaui target
pemerintah Rp118,5 triliun. Sementara, un-
tuk penanaman modal dalam negeri
(PMDN) pada periode yang sama membu-
kukan Rp53,71 triliun lebih tinggi dari tar-
get Rp41,6 triliun.

Laporan tersebut didasarkan pada reali-
sasi investasi pada kuartal 1/2010 hingga
kuartal III/2010, serta angka sementara
kuartal 1V/2010 yang dicatat oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hatta menyebutkan berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS), pembentukan
modal tetap bruto (PMTB) pada 2010 atas da-
sar harga berlaku tercatat sebesar Rp1.895,4
triliun, meningkat 92,3% dari pencapaian
2007 yang sebesar Rp985,6 triliun.

Namun jika dihitung berdasarkan harga

konstan 2000, PMTB riil hanya hanya
meningkat 25,6% dari pencapaian pada
2007 yang masih Rp441,3 triliun menjadi
sebesar Rp554,4 triliun pada tahun lalu.

Pada tahun ini, BKPM menargetkan
PMTB tumbuh 25% dari realisasi tahun
lalu, sedangkan PMA dan PMDN diproyek-
sikan meningkat 15% dari pencapaian
2010.

Infrastruktur menjadi sektor utama pe-
nyumbang investasi nasional terutama in-
frastruktur di bidang pertambangan, jalur
k